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Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim
saat memeriksa putusan PN nomor 411/pid.B/2023/PN SGL. Dalam penelitian ini, akan
dijelaskan mengenai jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, dampaknya
terhadap kesehatan masyarakat, serta pendekatan hukum yang diterapkan dalam putusan
tersebut. Analisis juga akan mencakup efektivitas sanksi yang dijatuhkan dan peran lembaga
terkait dalam mencegah praktik ilegal ini. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan
rekomendasi untuk perbaikan kebijakan penegakan hukum di sektor pangan. Metode
normatif adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang fokus pada analisis norma,
peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk
mengevaluasi dan memahami bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik,
serta dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks penelitian, metode ini sering
digunakan untuk menilai keefektifan regulasi, menganalisis putusan pengadilan, dan
memberikan rekomendasi kebijakan hukum.
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Abstract

This research aims to explain the legal considerations given by the judge when examining
District Court verdict number 411/pid.B/2023/PN SGL. In this research, it will explain the
types of violations committed by business actors, the impact on public health, and the legal
approach applied in the decision. The analysis will also cover the effectiveness of the
sanctions imposed and the role of related institutions in preventing this illegal practice. Thus,
it is expected to provide recommendations for the improvement of law enforcement policies
in the food sector. The normative method is an approach in legal research that focuses on
analysing applicable legal norms, regulations and principles. It aims to evaluate and
understand how these norms are applied in practice, as well as their impact on society. In a
research context, this method is often used to assess the effectiveness of regulations, analyse
court decisions, and provide legal policy recommendations.
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1. PENDAHULUAN
Peredaran produk makanan dan obat beredar di masyarakat. Ini membuat konsumen tidak

tahu bagaimana efek jika produk tidak memiliki izin atau kelayakan dari BPOM.! Peran

1 Wahyu Simon Tampubolon, 2018, Peranan dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal limiah Advokasi, Nomor 1
Volume 6, hal 69.



BPOM sangatlah penting karena masyarakat dapat mendapatkan informasi terkait
keamanan suatu produk. Masyarakat juga harus paham mengenai produk yang digunakan
dengan memperhatikan legalitas keamanan, mutu, khasiat, gizi, dan rnanfaatnya.2

Namun, pada kenyataanya banyak pelaku usaha yang menghiraukan mengenai
pentingnya legalitas di dalam suatu usaha karena tidak sesuai dengan aturan dan peraturan
Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengontrol kualitas produk
yang diedarkan. Maka dari itu, pelaku usaha harus mengikuti peraturan yang diatur oleh
hukum sehingga standar mutu yang berhubungan dengan keamanan dan keuntungan yang
sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Tetapi banyak pelanggaran yang tidak
ditindak tegas dan sering kali produsen atau distributor pangan tanpa izin dapat melanjutkan
bisnisnya tanpa hukuman yang berat. Penegakan hukum yang lemah ini memberikan ruang
bagi para pelaku untuk terus menjalankan praktik ilegalnya, memperparah situasi, dan
memperbesar risiko bagi konsumen. Dalam upaya untuk mengatasi masalah pangan ilegal,
diperlukan kerja sama lintas sektor, baik pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat.
Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, terutama di titik-titik
rentan seperti pasar tradisional dan distribusi online, di mana banyak produk ilegal beredar.

Salah satu pilihan adalah melakukan peradilan pidana. untuk mengadili perbuatan
pelaku yang kurang bertanggung jawab. Hal itu disebabkan pelaku usaha yang membuat
atau mengedarkan suatu produk harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam
teori tindak pidana, persamaan istilah "delik", yang berasal dari kata Latin "delictum",
menjelaskan hubungan antara tindak pidana dan delik. Delik terdiri dari berbagai elemen,
seperti tindakan manusia, tindakan yang diberi ancaman dan dilarang oleh undang-undang,
dan tindakan yang diambil oleh orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran.®

Mengenai hal ini, Hakim adalah posisi yang memiliki tanggung jawab untuk memeriksa
dan memutus suatu kasus. Seseorang yang memegang posisi tersebut tentunya juga akan
melakukan pekerjaan tersebut. Akibatnya, keputusan hakim harus adil bagi masyarakat.
Akibatnya, penulis ingin mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam kasus Andi
Victoria dalam Putusan Nomor: 411/Pid.B/2023/PN Sgl tentang usaha makanan olahan

tanpa izin edar. Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana

2 ANTARA, BPOM RI Tingkatkan Literasi Pengawasan Obat dan Makanan ke Masyarakat, 2024, diakses pada 25
Oktober 2024 dari https://www.antaranews.com/berita/4197237/bpom-ri-tingkatkan-literasi-pengawasan-
obat-dan-makanan-ke-masyarakat.

3 lin Hot Prinauli Purba,et, 2023, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Penjualan Kosmetik llegal Di
Indonesia (Putusan Nomor : 1743/Pid.Sus/2021/Pn Mdn),” Unnes Law Review, Nomor 2, Volume 6, hal 7583 —
7584.



melakukan usaha makanan olahan yang tidak memiliki izin edar dalam negeri dalam
kemasan eceran, dan dia dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai
berikut: : bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan memutus perkara

nomor 411/Pid.B//2023/PN SGL tentang usaha pangan olahan tanpa izin edar.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode doktrinal (Normatif) bersifat deskriptif,
karena tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang analisis
hukum yang dibuat oleh hakim dalam Putusan Nomor 411/Pid.B//2023/PN SGL. Penelitian
ini menggunakan data sekunder yang berupa Putusan Perkara Nomor 411/Pid.B//2023/PN
SGL, yang dikumpulkan dengan Metodi studi kepustakaan ((Library research). Data yang
telah dikumpulkan dan diproses dianalisis menggunakan metodologi normative kualitatif
yang didasarkan pada logika deduktif. Metode ini memberikan penjelasan dan diskusi

tentang data yang berubah..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan Dan Jawaban Rumusan Masalah

Kategori "Pelaku Usaha Pangan" memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 1 angka 39 Undang-Undang RI No.
18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pelaku usaha pangan adalah setiap
individu yang terlibat dalam satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yang mencakup
penyediaan bahan baku, dukungan, promosi, perdagangan, dan proses produksi.
Berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Muhammad dan Alimin, pelaku usaha
didefinisikan sebagai individu atau entitas yang melakukan transaksi atas suatu produk
dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam.* Definisi ini
menunjukkan bahwa setiap aktivitas produksi dan perdagangan yang dilakukan oleh
individu atau perusahaan harus tunduk pada undang-undang yang berlaku. Dengan
demikian, unsur hukum pelaku usaha pangan memiliki landasan dari aspek norma (undang-
undang), yurisprudensi, dan juga doktrin yang mempertegas aspek hukum substantif dan

perlindungan konsumen.

4 Amanda Ayu Rizkia, Suci Rahmawati, FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANTI MONOPOLI DAN
PERSAIANGAN BISNIS TIDAK SEHAT : GLOBALISASI EKONOMI, PERSAINGAN USAHA, DAN PELAKU USAHA.
(LITERATURE REVIEW ETIKA), Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Nomor 5 Volume 2, (2021), Hal 636.
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Dalam hukum pidana pangan, pelaku usaha pangan tidak terbatas pada korporasi
besar, tetapi juga mencakup individu yang menjalankan usaha pangan secara mandiri jika
telah memenuhi indikator usaha, seperti aktivitas berkelanjutan, tujuan komersial, dan
keterlibatan dalam rantai nilai pangan. Penilaian ini lebih menekankan pada fungsi dan
dampak kegiatan, bukan semata legalitas formal. Pada Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN
SGL, unsur pelaku usaha pangan terbukti karena terdakwa secara aktif memproduksi dan
memperjualbelikan arak putih selama setahun, menggunakan peralatan produksi besar, serta
mendistribusikannya secara rutin kepada pihak lain. Aktivitas ini bersifat komersial dan
terstruktur, membuktikan bahwa terdakwa merupakan pelaku usaha pangan baik sebagai
subjek (individu pelaku) maupun objek (kegiatan produksi dan distribusi pangan olahan).

Pertimbangan hakim dalam putusan ini selaras dengan Pasal 1 angka 39 dan Pasal
142 UU Pangan serta sejalan dengan doktrin Muhammad dan Alimin. Hakim menilai bahwa
terdakwa memenuhi unsur sebagai subjek undang-undang yang bertanggung jawab atas
tindakan yang melanggar UU Pangan, berdasarkan skala produksi besar, distribusi luas, dan
keterlibatan aktif dalam rantai usaha pangan. Putusan ini menegaskan yurisprudensi bahwa
individu yang aktif memproduksi dan memperjualbelikan pangan olahan dapat
dikualifikasikan sebagai pelaku usaha pangan. Hakim menggunakan indikator seperti skala
produksi, alat dan bahan baku besar, distribusi ke pihak lain, serta hasil uji laboratorium
untuk menentukan kategori pelaku usaha pangan. Ini menunjukkan pendekatan hakim yang
cermat dan menyeluruh dalam menilai unsur hukum berdasarkan fakta dan bukti yang
relevan, tidak hanya dari satu aspek.

Pertimbangan hakim yang mengacu pada indikator objektif menunjukkan
argumentasi hukum yang logis. Produksi dan distribusi berulang dengan alat serta bahan
skala besar tidak bisa dianggap sebagai konsumsi pribadi. Maka, status hukum terdakwa
sebagai pelaku usaha pangan dapat dibenarkan, baik sebagai subjek maupun objek, karena
produk yang dihasilkan adalah pangan olahan yang nyata dan beredar di masyarakat. Peran
pelaku usaha pangan sangat penting dalam sistem hukum pangan nasional untuk menjamin
ketahanan, keamanan, dan perlindungan konsumen. UU Pangan menempatkan pelaku usaha
sebagai pihak strategis dalam menyediakan pangan yang aman dan bermutu. Karena itu,
penegakan hukum atas pelanggaran menjadi bagian dari perlindungan negara terhadap
rakyat, sekaligus memperkuat sistem pengawasan pangan nasional.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini selaras dengan norma, yurisprudensi,
dan doktrin yang berlaku. Putusan ini tidak hanya membuktikan unsur pelaku usaha pangan
secara yuridis, tetapi juga menegaskan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten
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demi perlindungan konsumen. Konsistensi penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal
seperti ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan efek jera. Dengan demikian,
argumen hukum hakim telah sistematis dan sahih, membuktikan bahwa terdakwa adalah
subjek dan objek pelaku usaha pangan yang bertanggung jawab secara pidana. Putusan ini
menjadi preseden penting dalam penegakan hukum pangan dan dapat dijadikan acuan untuk
kasus serupa ke depan.

Dalam kategori “Unsur Yang Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap
Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Didalam Negeri Atau Yang Diimpor Untuk
Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran”, terdapat tiga aspek utama yang menjadi dasar
pertimbangan hukum, yaitu norma, doktrin, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan kasus
ini.Norma hukum yang menjadi dasar dalam kategori ini adalah Pasal 142 Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Cipta
Kerja. Pasal ini menegaskan bahwa setiap pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar
sebelum memasarkan produk pangan olahan dalam kemasan eceran. Tujuan dari ketentuan
ini adalah untuk memastikan keamanan pangan bagi konsumen dan menghindari dampak
negatif dari produk yang tidak terjamin mutunya. Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk
membangun persaingan bisnis yang sehat di sektor pangan dengan memastikan bahwa
semua produk yang beredar telah melalui proses uji kelayakan dan sertifikasi dari pihak
yang berwenang.

Dalam hukum pidana, unsur kesengajaan dapat dijelaskan melalui Teori Kehendak
(Wilstheorie) dari Von Hippel, yang menyatakan bahwa kesengajaan mencakup kehendak
melakukan perbuatan dan menimbulkan akibat. Dalam kasus ini, tertuduh secara sadar
menghasilkan dan menjual makanan olahan tanpa izin edar., meskipun tahu bahwa izin
tersebut wajib dimiliki. Ini menunjukkan unsur kesengajaan terpenuhi. Putusan Nomor
411/Pid.B/2023/PN SGL menjadi yurisprudensi penting karena hakim menyatakan
terdakwa bersalah atas tindakan tersebut, menjatuhkan pidana, dan memerintahkan
pemusnahan barang bukti. Hakim menilai tidak adanya izin edar dan potensi risiko
kesehatan masyarakat sebagai pelanggaran serius terhadap hukum pangan. Putusan ini
menegaskan pentingnya izin edar dalam menjamin keamanan pangan dan dasar sah dalam
penegakan pidana.

Berdasarkan norma hukum, doktrin, dan yurisprudensi, unsur “dengan sengaja tidak
memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor
untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” terbukti dalam kasus ini. Terdakwa tidak

hanya memproduksi pangan olahan tanpa izin edar, tetapi juga mendistribusikannya secara
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luas, melanggar Pasal 142 UU Pangan sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja. Dalam
Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN SGL, hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak
memiliki izin edar resmi dari BPOM, dan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan
potensi bahaya kesehatan dari produk tersebut. Fakta bahwa terdakwa tetap
mendistribusikan produk meskipun sadar akan ketiadaan izin dan risiko yang ditimbulkan
membuktikan bahwa unsur kesengajaan terpenuhi secara hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum, majelis hakim dalam Putusan Nomor
411/Pid.B/2023/PN SGL menjatuhkan vonis kepada terdakwa sesuai Pasal 142 UU Pangan,
karena terbukti memperdagangkan pangan olahan tanpa izin edar. Putusan ini selaras dengan
yurisprudensi sebelumnya yang menegaskan bahwa peredaran pangan tanpa izin merupakan
pelanggaran hukum serius. Hakim secara tegas menjadikan Pasal 142 sebagai dasar utama
dalam menjatuhkan putusan.

Dari segi doktrin hukum pidana, pertimbangan hakim dalam kasus ini juga sesuai
dengan Teori Kehendak (Wilstheorie) yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya
Die Grenze Vorsatz und Fahrlassigkeit tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah
kehendak untuk melakukan sesuatu, dan kehendak untuk menghasilkan hasil dari tindakan

> Dalam putusan ini, Hakim memutuskan bahwa terdakwa mengetahui kewajiban

itu.
memiliki izin edar tetapi tetap mengabaikan aturan tersebut dan melakukan distribusi
pangan olahan secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa unsur kesengajaan sebagaimana
dijelaskan dalam doktrin hukum telah terpenuhi.

Meskipun putusan hakim dalam perkara Nomor 411/Pid.B/2023/PN SGL sudah
sesuai dengan Pasal 142 UU Pangan karena terdakwa sengaja mengedarkan pangan olahan
tanpa izin edar, hakim tidak mempertimbangkan Pasal 204 KUHP meski produk
mengandung etanol 20,24% yang berisiko bagi kesehatan. Hal ini kemungkinan karena
tidak ada bukti korban atau dampak kesehatan langsung. Putusan ini sejalan dengan
yurisprudensi sebelumnya yang menegaskan pentingnya izin edar demi perlindungan
konsumen dan keamanan pangan, sehingga mencerminkan konsistensi dalam penegakan
hukum. Hakim juga secara jelas menegaskan bahwa unsur kesengajaan dalam peredaran
pangan tanpa izin edar telah terpenuhi.

Hakim juga mempertimbangkan indikator utama yang terkait dengan kategori ini,

yaitu kesengajaan terdakwa dalam mengabaikan persyaratan izin edar serta dampak

5 Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini, Husnaini, SENGAJA DAN TIDAK SENGAJA DALAM HUKUM PIDANA
INDONESIA, LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM, Nomor 1 Volume 7, (2020), Hal. 80
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potensial yang ditimbulkan bagi konsumen akibat peredaran pangan tanpa pengawasan.
Majelis hakim menilai bahwa unsur kesengajaan telah terpenuhi berdasarkan bukti
persidangan, seperti pernyataan saksi dan dokumen hukum, dan hasil pemeriksaan produk.

Dapat disimpulkan bahwa hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan
kategori dan indikator pelaku usaha pangan secara jelas, berlandaskan Pasal 142 UU Pangan
dan unsur kesengajaan terdakwa. Putusan ini tepat karena menerapkan prinsip keadilan
dengan memberi sanksi sesuai pelanggaran, sejalan dengan doktrin hukum pidana. Selain
itu, yurisprudensi sebelumnya mendukung bahwa perdagangan pangan olahan tanpa izin
edar adalah pelanggaran pidana. Putusan ini juga mencerminkan upaya melindungi
konsumen dan menegakkan ketertiban hukum secara menyeluruh dan adil.

Berdasarkan putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN  SGL, hakim telah
mempertimbangkan norma hukum, yurisprudensi, dan doktrin yang berlaku, terutama Pasal
142 UU Pangan tentang kewajiban izin edar pangan olahan. Terdakwa terbukti melanggar
pasal ini, meski Pasal 204 KUHP dapat dipertimbangkan jika ada bukti dampak kesehatan.
Putusan juga mencerminkan penerapan doktrin kesengajaan, karena terdakwa sadar
kewajiban izin edar tapi tetap mengabaikannya, sesuai prinsip hukum pidana.

Putusan ini selaras dengan yurisprudensi kasus serupa yang menegaskan pelaku
usaha pangan olahan tanpa izin edar wajib dikenai sanksi pidana. Hakim secara konsisten
merujuk pada Pasal 142 UU Pangan sebagai dasar hukum, dengan kemungkinan
mempertimbangkan Pasal 204 KUHP jika ada bukti dampak kesehatan. Dari sisi
yurisprudensi, putusan ini memperkuat preseden hukum yang memberikan kepastian
hukum. Secara doktrin, hakim juga menerapkan prinsip kesengajaan sesuai Teori Kehendak,
karena terdakwa sadar akan kewajiban izin edar tapi tetap melanggar. Dengan demikian,
putusan ini sudah sesuai norma, yurisprudensi, dan doktrin, menunjukkan analisis hukum
yang matang dan komprehensif.

3.2 Perspektif Ajaran/Hukum Islam mengenai Usaha Pangan Olahan Tanpa Izin
Edar.

Terdapat tujuh istilah yang terkandung dalam Al-Quran tentang bisnis. Namun hanya empat
kata yang paling lazim dan umum memiliki kedekatan makna dengan bisnis, yaitu tijarah
(perdagangan), bay’ (menjual) dan Syira’ (membeli). Dari penjelasan di atas, jelas bahwa
penggunaan istilah tertentu yang menunjukkan arti bisnis menunjukkan bahwa praktik

bisnis sangat penting sehingga disebutkan dengan jelas. Selain itu juga AIQur’an mengatur



sedemikian rupa praktik bisnis ini. Sebagai contoh dalam Qur’an Surat Al-Maidah ayat 1.°

Perintah ini menjadi landasan penting dalam perjanjian bisnis, khususnya jual beli, yang

harus berprinsip keadilan dan kejujuran. Selain mengatur perjanjian, perintah ini mengatur

ukuran atau takaran barang yang harus tepat dan tidak merugikan pihak manapun.

Ditekankan juga penggunaan timbangan yang benar dan larangan tindakan di luar batas

kewajaran. Secara normatif, pelaku usaha wajib menegakkan timbangan secara adil dan

menghindari kecurangan demi menjaga kepercayaan serta keberlangsungan usaha yang etis

dan bertanggung jawab secara hukum dan moral.

Nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam bisnis, meskipun filosofinya berbeda dari bisnis

konvensional. yaitu nilai kejujuran (shiddiq), keadilan (‘adl), dan kemanunggalan

(ukhuwah). Implementasi ketiga nilai utama tidak terbatas pada ruang dan waktu.

a) Nilai kejujuran dalam berbisnis
Menurut Qardhawi, kejujuran adalah ciri yang paling penting dari orang beriman dan
puncak moralitas. Kejujuran akan menghancurkan kedua agama dan kehidupan dunia.
Dengan cara yang sama, bisnis tidak dapat berfungsi tanpa dukungan dari pemilik dan
karyawan yang setia.

b) Nilai kejujuran dalam berproduksi
Produk ini selalu dibuat dari bahan yang bersih (halal), bersih secara fisik, dan bebas
dari bahan yang tidak sehat, dan diproses secara bersih, sehingga tidak ada yang terluka
baik dari pekerja, karyawan perusahaan, maupun lingkungan. yang digunakan untuk
membuat produk yang menyenangkan. Oleh karena itu, produk yang dibuat dengan cara
ini baik untuk manusia dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad
SAW, "Sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi orang lain."

¢) Nilai kejujuran dalam berjualan
Informasi yang jelas dan transparan sangat penting dalam jual beli Islam. Menjual
barang dengan ukuran, kualitas, harga, atau waktu yang tidak jelas adalah melanggar
hukum. Dengan cara yang sama, menyembunyikan data pembeli atau penjual juga
merupakan perbuatan curang. Misalnya, penjual dapat menjual barang sebelum masuk
ke pasar dengan tujuan menurunkan harga karena mereka tidak tahu harga pasar.
Mereka juga dapat melipatgandakan harga untuk pembeli yang tidak tahu harga pasar.

Akibatnya, kedua belah pihak sangat membutuhkan informasi tentang jual beli.

8 Abdurrahman Alfaqiih, Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis dalam Islam bagi Pelaku Usaha Muslim, Jurnal Hukum lus
Quia lustum, Nomor 3 Volume 24, (2017), Hal 458-459.
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d) Nilai kejujuran dalam meraih keuntungan
Menurut kapitalisme, keuntungan materi adalah segalanya dalam bisnis, tidak peduli
apa yang halal atau haram tentang proses yang digunakan untuk menghasilkan
keuntungan. Di sisi lain, dalam pandangan Islam, keuntungan materi adalah dambaan,
tetapi bukan segalanya; proses prouksi harus dilakukan dengan cara yang halal dan
jujur. Keuntungan materi adalah sebagian dari manfaat yang lebih besar. Dalam
perspektif Islam, keuntungan mencakup berbagai jenis keuntungan, seperti mengikuti
prinsip, etika, dan moral, menjalin hubungan dekat dengan pemberi rezeki, dan banyak
lagi.

e) Nilai keadilan dalam berbisnis, produksi, dan meraih keuntungan
Keadilan adalah nilai universal yang dipuja di seluruh dunia. Islam menganggap adil
dalam segala aspek ekonomi sebagai standar tertinggi. Seorang pengusaha muslim tidak
hanya diharuskan untuk membuat barang untuk memenuhi kebutuhan manusia tetapi
juga secara moral dengan tidak merusak lingkungannya. Kelangsungan hidup bisnis
dan tatanan sosial di sekitar tempat usaha akan dipengaruhi oleh upaya mengabaikan
dan bahkan merusak lingkungan.. Islam melarang warganya untuk berdagang secara
terpaksa. Menurut Al-khitabi, bai'ul mudthar adalah kesulitan ketika seseorang harus
menjual barangnya karena terhimpit hutang atau tertimpa musibah yang harus diatasi
segera.

f) Nilai kemanunggalan dalam berproduksi
Menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan adalah hal yang
baik karena membantu orang memenuhi kebutuhan hidup mereka. mereka dan memberi
mereka cara lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini menunjukkan nilai
kemanunggalan dalam proyek. Amal ibadah meningkat sebagai hasil dari tindakan ini.

g) Nilai kemanunggalan dalam berjualan dan meraih keuntungan
Hubungan antara penjual dan pembeli dianggap sebagai satu kesatuan menurut nilai
kemanunggalan. Oleh karena itu, tidak boleh ada kezalimi di antara keduanya. Nilai
keharmonisan yang ada dalam proses memperoleh keuntungan material terdiri dari
setidaknya tiga faktor: pertama, proses tersebut dilakukan oleh perusahaan yang
menghasilkan produk yang halal dan berkualitas tinggi; kedua, tidak ada penipuan yang

terjadi selama operasi bisnis; dan ketiga, tidak ada orang yang terluka selama operasi..”

7 Shety Sugiarti Lubis , Sri Anjani, Della Alvionita, Dini Vientiany, Bisnis Dalam Perspektif Islam, Manajemen
Kreatif Jurnal, Nomor 1 Volume 3, (2025), Hal 17 — 19.



4. PENUTUP

Hakim dalam putusan pengadilan negeri Sungailiat No. 411/Pid.B/2023/PN.Sgl Tentang
Usaha Pangan Olahan Tanpa Izin Edar saat mempertimbangkan unsur Pelaku Usaha
Pangan telah sesuai dengan Pasal 204 ayat (1) KUHP. Pasal 142 UU No. 18 Tahun 2012
tentang Pangan ; Yurisprudensi Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Sgl dan Pendapat Ahli
oleh Muhammad dan Alimin.

Hakim dalam putusan pengadilan negeri Sungailiat No. 411/Pid.B/2023/PN.Sgl
Tentang Usaha Pangan Olahan Tanpa Izin Edar saat mempertimbangkan unsur Pelaku
Usaha Pangan telah sesuai dengan Pasal 204 ayat (1) KUHP. Pasal 142 UU No. 18 Tahun
2012 tentang Pangan ; Yurisprudensi Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Sgl dan Pendapat
Teori Kehendak (Wilstheorie) oleh Von Hippel.
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